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MOTTO

Lebih baik menderita kerugian, daripada memperoleh

keuntungan yang tidak sah.

(Buku Pintar Seri Junior, 2003 : 99)
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RINGKASAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar kehidupan rakyatnya
banyak ditopang oleh sektor pertanian, sehingga tanah mempunyai kedudukan ya.ng
vital dan peri kehidupannya secara turun temurun. Tanah memegang peranan penting
bagi kehidupan manusia, karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari
tanah. Manusia hidup di atas dan memperoleh bahan pangan dengan
mendayagunakan tanah. Tanah bagi manusia tidak saja mempunyai nilai ekonomis
dan kesejahteraan semata-mata sebagaimana anggapan orang, tetapi lebih jauh
mempunyai kaitan erat sekali dengan masalah sosial, politik psikologi, kultural,
bahkan religius, bahkan juga mengandung aspek pertahanan dan keamanan.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah,
maka berdasarkan pasal 19 ayat (1) UUPA, diadakan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia guna memperoleh sertifikat tanah dengan alat bukti hak
atas tanah yang dimiliki.

Dalam jual beli tanah hak milik, maka peralihan hak dari penjual kepada
pembeli atas tanah tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang benar artinya
bahwa pelaksanaan jual beli itu harus dituangkan dalam bentuk akta tertulis yaitu akta
Jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang didasarkan pasal 37 ayat (1)
PP. No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah hanya
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Jadi pejabat
yang berwenang dalam membuat akta jual beli tanah hak milik dalam hal ini adalah
PPAT.

Adapun permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli tanah hak milik yang dilaksanakan
dihadapan PPAT di Kabupaten Jember, bagaimana peranan pejabat pembuat akta
tanah (PPAT) dalam jual beli tanah hak milik di Kabupaten Jember, serta faktor
penghambat apa yang dihadapi dalam pelaksanaan jual beli tanah hak milik yang
dilakukan dihadapan PPAT di Kabupaten Jember.
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Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah disamping untuk mencapai gelar
sarjana hukum juga untuk mengetahui ketiga masalah tersebut di atas. Untuk
mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan metode penulisan untuk
membahas permasalahan yang ada, dalam hal ini penyusun menggunakan metode
Pendekatan Yuridis Normatif dan metode Pendekatan Yuridis Empirts. Sumber Data
yang digunakan Sumber Data Primer ditunjang oleh Sumber Data Sekunder, prosedur
Pengumpulan Data dan Pengolahan Data yang digunakan adalah Studi literatur dan
studi lapangan dengan cara wawancara secara langsung dengan pthak Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan
di Kabupaten Jember. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data dengan metode
deskriptif kualitatif,

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa :

Sesuai Pelaksanaan jual beli tanah hak milik di Kabupaten Jember pada
umumnya telah dilaksanakan dengan prosedur yang ditetapkan, baik itu peraturan-
peraturan untuk wilayah Kabupaten Jember sendiri maupun peraturan yang berlaku
nasional yaitu PP no. 24 tahun 1997 bahwa jual beli tanah hak milik harus
dilaksanakan dihadapan PPAT. Peralihan hak atas tanah dengan jual beli ini
merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dibuktikan dengan akta yang dibuat
oleh PPAT dan dengan akta tersebut, maka dapat dilakukan suatu pendaftaran
peralihan haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten guna memperoleh sertifikat
sebagai tanda bukti hak milik.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Jember mempunyai
peranan yang penting dalam pelaksanaan jual beli tanah hak milik karena berdasarkan
PP No. 24 Tahun 1997, PPAT lah yang berwenang didalam membuat akta peralihan
hak atas tanah, dimana akta tersebut merupakan alat bukti peralihan hak milik dari
penjual kepada pembeli. Akta PPAT ini merupakan suatu bukti yang kuat terhadap
hak atas tanah, karena akta jual beli PPAT ini mempunyai kekuatan hukum, sebagai

akta outentik sehingga akta jual beli PPAT memegang peranan yang sangat penting
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sebagai alat bukti yang kuat dalam peralihan hak milik atas tanah, karena menjamin
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah selain dari
adanya sertifikat sebagai alat bukti pemilikan tanah, serta dapat digunakan untuk
mencegah terjadinya sengketa tanah diantara para pihak. )

Kendala atau faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan jual beli
yang dilakukan di hadapan PPAT di Kabupaten Jember yaitu dalam hal membuat
surat keterangan waris bagi tanah (obyek jual beli) yang pemegang haknya telah
meninggal dunia, kesulitan untuk mencari kebenaran dari pemegang hak yang
sesungguhnya atas tanah tersebut. Bagi tanah yang belum terdaftar, pembayaran
BPHTB bagi pembeli dan PPh bagi penjual, proses pendaftaran peralihan hak pada
kantor Pertahanan Kabupaten mengalami kesulitan karena tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yaitu tidak disampaikannya akta Jual beli dalam waktu
selambat-lambatnya 7 hari sejak ditandatanganinya akta tersebut. Kendala lain yang
dihadapi adalah dari masyarakat itu sendiri yang sebagian besar masih awam bahwa
peralihan hak milik harus diaktakan.
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L. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar kehidupan rakyatnya
banyak ditopang oleh sektor pertanian, sehingga masalah tanah mempunyai
kedudukan yang vital dalam peri kehidupannya secara turun temurun.

Tanah memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, karena kehidupan
manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah
dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah
perkembangan atau kehancurannya ditentukan pula oleh tanah.

Oleh karena itu tidak jarang persoalan tanah menjadi sumber persengketaan
dan peperangan, sehingga orang tidak segan-segan menumpahkan darah dan
mengorbankan nyawa untuk mempertahankan sejengkal tanah yang dirasa menjadi
hak miliknya. Melihat kenyataan tersebut, maka tanah bagi kehidupan manusia tidak
saja mempunyai nilai ekonomi dan kesejahteraan semata-mata sebagaimana
anggapan orang, tetapi lebih jauh tanah mempunyai kaitan erat sekali dengan masalah
sosial, politik psikologi, kultural religius, bahkan juga mengandung aspek pertahanan
keamanan.

Sebelum berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA), dalam pasal 5 UUPA disebutkan bahwa segala aktifitas di bidang
pertanahan didasarkan pada hukum adat. Selanjutnya dengan telah berlakunya
UUPA, maka secara otomatis semua peraturan-peraturan perundangan yang mengatur
masalah pertanahan di Indonesia selama sudah diatur dalam UUPA, dinyatakan sudah
tidak berlaku lagi dan terhadap peraturan yang masih ada yang mengatur tentang

pertanahan, selama tidak diatur oleh UUPA masih tetap berlaku, dengan syarat tidak
| bertentangan dengan jiwa dari UUPA.

Dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi bahwa “Untuk menjamin
kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
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Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan
pemerintah”, merupakan aturan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan
hukum hak atas tanah di Indonesia. Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam
pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1961 ;
Tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diperbaharui dengan dibuat dan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah sebagai pengganti dan mencabut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961

Berdasarkan perkembangan hubungan antara manusia dengan tanah, maka
timbul berbagai macam perbuatan hukum yang menyangkut masalah tanah, misalnya
: jual beli, sewa menyewa, hibah, hak tanggungan, pembagian harta warisan dan
perjanjian lainnya. Dalam melakukan perjanjian peralihan hak di atas, khususnya
terhadap perjanjian jual beli hak milik atas tanah, sudah seharusnya dilakukan melalui
prosedur yang benar, tapi pada kenyataannya masih banyak yang belum
melaksanakannya, dan hanya didasarkan pada saling mempercayai antara kedua belah
pihak selaku penjual dan pembeli, yang akhirnya sering menimbulkan perselisihan
dan pertengkaran. Disamping itu, pihak penjual dan pembeli pada umumnya kurang
menyadari tentang akibat dari tanpa adanya bukti tertulis atau dicatatkan pada pejabat
yang berwenang, bila terjadi adanya wanprestasi dan manipulasi, serta bentuk-bentuk
penyelewengan lainnya, yang disebabkan oleh status tanah yang tidak mempunyai
kekuatan hukum.

Bukti tertulis sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 37 ayat (1) PP no. 24
tahun 1997 adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu secara
lengkap pasal itu menyatakan bahwa

Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan
jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, yang berwenang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, yang dimaksud PP no.
24 tahun 1997, dalam melaksanakan tugasnya di bidang pendafiaran tanah juga telah
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diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri yaitu PP no. 37 tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3
ayat (1) PP nomor 37 tahun 1998, PPAT mempunyai kewenangan untuk membuat
akta jual beli yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Dengan
adanya akta jual beli PPAT tersebut, dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan
peralihan hak atas tanah dan secara otomatis juga menyebabkan peralihan pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan. Maksudnya lebih jauh dengan adanya pendaftaran
dan pembuatan akta dalam setiap peralihan hak-hak atas tanah tersebut adalah untuk
lebth menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai alat bukti utama hak atas tanah.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa betapa pentingnya fungsi PPAT
dalam jual beli hak milik atas tanah. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis
merumuskan judul yaitu : “Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Hak Milik yang
Dilaksanakan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Jember.”

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini adalah pada pelaksanaan jual
beli tanah hak milik yang dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) di Kabupaten Jember dan peranan PPAT di Kabupaten Jember dalam
kaitannya dengan jual beli tanah hak milik, ditinjau dari PP no. 24 tahun 1997 serta
faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jual beli tanah hak
mihk yang dilaksanakan dihadapan PPAT di Kabupaten Jember.

1.3. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dimunculkan suatu
permasalahan untuk diteliti lebth lanjut dengan perumusan masalah sebagai berikut :
| Bagaimanakah pelaksanaan jual beli tanah hak milik yang dilaksanakan di
hadapan PPAT di Kabupaten Jember ?
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Bagaimanakah peranan PPAT dalam jual beli tanah hak milik di Kabupaten
Jember ?

Faktor penghambat apa yang dihadapi dalam pelaksanaan jual beli tanah hak
milik yang dilakukan di hadapan PPAT di Kabupaten Jember ?

1.4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini meliputi

tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

- Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian Syarat-syarat yang diperlukan untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;

Untuk mengetahui antara teori yang diterima di bangku perkuliahan dengan
kenyataan yang ada di masyarakat;

Memberikan informasi kepada Fakultas Hukum Universitas Jember dan instansi
yang berwenang serta siapa saja yang berminat kepada obyek yang menjadi
permasalahan dalam skripsi ini.

1.4.2. Tujuan Khusus

1.

o

Sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tanah hak milik sehubungan dengan
berlakunya PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Kabupaten Jember.
Untuk mengetahui dan mempelajari secara lebih mendalam serta terperinci
mengenal peranan PPAT dalam jual beli tanah hak milik dalam kaitannya dengan
PP no. 24 tahun 1997 di Kabupaten Jember.

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan jual beli tanah hak
milik yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah vang
berkedudukan di Kabupaten Jember.
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1.5. Metode Penulisan
Metodologi adalah ilmu yang mempelajari cara kerja ilmiah. Suatu penulisan

skripsi memerlukan metode penulisan yang dipergunakan sebagai cara untuk .

menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan menjalankan prosedur yang
benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat menghasilkan
penulisan yang mendekati kebenaran optimal (Hadikusuma, 1995 - 58).

Penulisan skripsi ini akan mempergunakan metode-metode Deskriptif
Kualitatif dengan maksud agar dapat mendekati kesempurnaan suatu karya tulis yang
bersifat ilmiah dan juga bermaksud memberikan pengertian yang jelas dan sistemaﬁk
dari uraian skripsi ini.

Penggunaan metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar dapat
diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Untuk itu penggunaan
metode harus disesuaikan dengan obyek studi.

1.5.1. Pendekatan Masalah
Untuk mendapatkan pembahasan yang baik dan terarah maka dalam penulisan

skripsi ini pendekatan masalah yang dipergunakan adalah -

1. Pendekatan Yuridis Normatif.
Yaitu teknis pendekatan dengan jalan penelaahan melalui peraturan perundang-
undangan yang berlaku saat ini sebagai dasar pemecahan masalah. Dengan kata
lain, mengkaji dan menelaah masalah yang timbul berdasarkan hukum yang
berlaku (Soemitro, 1990 : 97).

2. Pendekatan Yuridis Empiris.
Yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan. Hal ini
bertujuan untuk mendapatkan data dari para pihak yang terkait, khususnya pihak
yang ada hubungannya dengan jual beli tanah hak milik di Kabupaten Jember
yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan salah satu Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) yang berkedudukan di Kabupaten Jember.
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1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber
data primer dan sumber data sekunder.
1.5.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data tertulis yang di dapat dari literatur-literatur
ilmiah,internet dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan pengeyahuan dasar yang
lengkap.(Soekanto,1990:12)
1.5.2.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak tertulis serta diperoleh langsung
dari sumbernya yaitu hasil konsultasi, wawancara dan informasi tentang masalah-
masalah yang menjadi pokok bahasan.(Soekanto,1990:12) .

Dalam memperoleh data sekunder ini, maka diadakan interview (wawancara)
untuk memperoleh keterangan mengenai jual beli tanah hak milik di Kabupaten
Jember. Yang dalam hal ini, keterangan mengenai jual beli tanah hak milik di
Kabupaten Jember diperoleh dari wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dan keterangan mengenai pendaftaran peralihan hak diperoleh dari Kantor
Peretanahan Kabupaten Jember.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data ini, penyusun menggunakan 2 cara yaitu studi
literatur dan studi lapangan dengan cara interview (wawancara)
1. Studi literatur

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literatur,
internet dan peraturan perundana -undangan yang berkaitan dengan masalah yang
hendak dikaji.-.

2. Studi Lapangan dengan cara interview (wawancara)
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Wawancara merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi dengan
bertanya secara langsung kepada yang diwawancarai.(Soemitro,1990:57)
1.5.4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode
diskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat suatu
permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan analisis
yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan masalah
yang akan dibahas (Soemitro, 1990 : 98).

Bagian akhir dari penulisan ini adalah menarik kesimpulan dan menggunakan
metode deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan-kesimpulan dari
pembahasan yang bersifat umum ke pembahasan bersifat khusus.
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Il. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pemerintah Kabupaten Jember merupakan daerah kabupaten yang terdiri dari
31 kecamatan, 22 kelurahan dan 201 desa, yang di dalamnya terdapat 29 PPAT
(notaris) dan 29 PPAT (camat). PPAT berfungsi sebagai pejabat umum yang
berwenang membuat akta mengenai peralihan hak (jual beli, hibah, tukar menukar
dan sebagainya), pembebanan hak dan akta-akta lain yang diatur berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga PPAT bertugas untuk
membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah.

Berdasarkan informasi yang penyusun peroleh dari Kantor Pertanahan dan
PPAT di kabupaten Jember ini, banyak sekali tanah-tanah hak milik yang belum
bersertifikat yang artinya bahwa bukti kepemilikannya masih berupa petok/girik/pipil.
Hal ini dapat dilihat dari pendaftaran yang masuk ke Kantor Pertanahan sebagian
besar adalah pendaftaran yang berupa pengakuan atau penegasan konversi, dan juga
pada waktu PPAT akan membuatkan akta jual beli, banyak yang bukti kepemilikan
atas tanah obyek jual beli tersebut belum bersertifikat.

Pada umumnya dalam hal terjadinya peralihan hak milik atas tanah, masih
banyak yang dilakukan dengan akta dibawah tangan atau tidak dilaksanakan di
hadapan PPAT yang berwenang. Hal ini sebagian besar terjadi pada masyarakat di
daerah pedesaan yang memang masih awam hukum. Dalam hal ini tentunya akan
dapat menimbulkan banyak masalah atau sengketa dikemudian hari, karena selain
tidak adanya bukti otentik atas peralihan hak tersebut, Kantor Pertanahan Jjuga akan
menolak untuk pendaftaran peralihan haknya karena tidak adanya akta jual beli yang
dibuat oleh PPAT. _

Dalam pelaksanaan jual beli di hadapan PPAT, sebelum pembuatan akta
terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak, mengenai syarat
kelengkapan ini, di Kabupaten Jember terdapat suatu peraturan-peraturan tersendiri
yang biasanya berupa surat edaran dari Kantor Pertanahan untuk PPAT di Kabupaten
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Jember. Tetapi peraturan yang berlaku tersebut tetap berdasarkan PP no. 24 tahun
1997 tentang pendaftaran tanah.
Di Kabupaten Jember ada dua macam PPATyaitu ;
a. PPAT sementara, yaitu camat yang bertindak sebagai PPAT karena Jabatannya.
b. PPAT khusus, yaitu Pejabat yang diangkat dengan surat keputusan Menteri
Agraria / Pertanahan, dengan ditentukan wilayah kerjanya (contoh : notaris)

Dari beberapa pengertian sebagaimana disebutkan di atas maka dapat kita
ketahui bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari dalam praktek dewasa ini
adalah camat dan notaris, sehingga terhadap peralihan hak atas tanah atau jual beli
tanah ini, yang berhak atau berwenang membuatnya adalah camat dan notaris, untuk
instansi yang lain tidak diperkenankan sama sekali membuat akta tersebut,

Seorang Camat dapat bertindak sebagai PPAT yang disebabkan karena
kedudukannya atau jabatannya, secara otomatis berhenti setelah masa jabatannya
habis, atau sudah tidak menjabat lagi, maka camat yang baru dengan sendirinya
menggantikannya selaku pejabat pembuat akta. Tetapi jika dalam suatu kecamatan
telah diangkat seorang PPAT (Notaris), maka Camat yang bersangkutan tetap
menjadi PPAT yang bersifat sementara, sampai ia berhenti menjadi camat dari
wilayah kecamatannya.

Sedangkan Notaris dapat bertindak sebagai PPAT karena diangkat oleh
Menteri Agraria, dengan menggunakan suatu permohonan untuk diangkat menjadi
PPAT dan telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara
Agraria / Badan Pertanahan Nasional dan diberhentikan oleh Menteri Agraria.

Dalam pelaksanaan proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli ini, PPAT
hanya berwenang membuatkan akta mengenai jual beli hak atas tunah yang terletak di
dalam wilayah/daerah kerjanya yaitu untuk tanah yang terletak di Kabupaten Jember.
Setelah dibuatkan akta jual beli oleh PPAT, tidak semua penerima hak langsung
melakukan pendaftaran peralihan haknya, sebagian besar hanya sampai pada

pembuatan akta jual beli saja. Pada umumnya mereka menunggu sampai mempunyai
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biaya yang cukup untuk dapat mendaftarkan hak milik atas tanahnya itu, karena biaya
pendaftaran peralihan hak tidaklah sedikit.

2.2. Dasar Hukum
I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
a) Pasal 19 ayat (1) :
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”
b) Pasal 19 ayat (2) :

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
1) Pengukuran, perpetaan dan pembukaan tanah:
2) Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut:
3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

c) Pasal 20 ayat (1) :
“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6"

d) Pasal 20 ayat (20) :
“Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain "

e) Pasal 26 UUPA:

“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian
menurut hukum adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan
pemerintah.”

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

a) Pasal 5:
“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”
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b) Pasal 37 ayat (1) :

Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui
jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali hak melalui lelang hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah

a) Pasal 1 ayat(1):
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun™

b) Pasal 2 ayat (1) :

“PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”

Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang nomor 21 Tahun 1997 jo undang-undang nomor 20 tahun 2000
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Pemerintah no. 113 tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai
Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak dan Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah nomor 48 tahun 1994 tentang Pembayaran Paja];' Penghasilan atas

Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.
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2.3. Landasan Teori
2.3.1. Pengertian Jual Beli Tanah

Jual beli tanah pada hakekatnya merupakan salah satu pengalihan hak atas
tanah kepada pihak / orang lain yaitu dari penjual kepada pembeli tanah (Rasyid,
1986:50). Sebelum jual beli tanah dilakukan antara penjual dengan pembeli, perlu
diperhatikan lebih dahulu mengenai kesepakatan dari para pihak yang terkait seperti :
tanah mana yang akan dijual, berapa harganya dan kapan jual belinya akan dilakukan.

Dalam hal jual beli tanah ini, sebelum berlakunya UUPA, terdapat dualisme
hukum dalam bidang pertanahan, sehingga dalam jual beli tanah hak milik berlaku 2
macam hukum yaitu berdasarkan hukum barat dan berdasarkan hukum adat. Menurut
hukum barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
perjanjian jual beli dianggap telah terjadi setelah para pihak mencapai kata sepakat
mengenai benda yang diperjualbelikan itu serta harganya (pasal 1458). Hak milik atas
tanah tersebut baru beralih kepada pembelinya, jika telah dilakukan penyerahan
yuridis (juridische levering), yang wajib dilakukan dengan pembuatan akta di
hadapan dan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (pasal 1959) dan beralihnya hak
tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta balik nama. Sedangkan menurut Hukum
Adat, jual beli dinyatakan telah selesai dengan adanya pembayaran harga dan
penyerahan haknya secara bersamaan, meskipun pihak pembeli belum dapat melunasi
harga yang disepakati bersama, dan sisanya pembayaran dianggap sebagai hutang.

Sejalan dengan pernyataan di atas, disebutkan oleh Perangin (1989:72), bahwa
hak milik atas tanah menurut Hukum Adat bersifat tunai, berarti pada saat jual beli
itulah hak (tanah) miliknya dialihkan dari penjual kepada pembeli, dan saat itu pula
pembeli membayar lunas harganya kepada penjual.

Setelah diundangkan UUPA yang berlaku sebagai hukum Agraria Nasional
Indonesia, maka sejak tanggal 24 September 1960 segala ﬁermasalahan yang
berkaitan dengan tanah harus didasarkan pada undang-undang tersebut. Dengan

demikian menurut jual beli hak milik atas tanah harus sesuai dengan UUPA.
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Jual beli hak milik atas tanah merupakan salah satu dari berbagai jenis jual
beli, Jual beli hak atas tanah oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran tanah.

Didalam PP Nomor 24 Tahun 1997 pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa
peralihan hak atas tanah dengan jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang
harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat
Akt Tanah (PPAT). Jual beli hak atas tanah yang dilakukan dengan Akta PPAT ini,
akan menycbabkan perubahan pemegang hak atas tanah tersebut, dan untuk
menjamin kepastian dan perlindungan hukum maka diwajibkan untuk didaftarkan
kepada Kantor Pertanahan.

2.3.2. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Yang berhak membuat akta adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),

sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 1 PP no. 24 tahun 1997, bahwa :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta vang dibuat oleh PPAT yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku™

Jadi maksud dari ketentuan tersebut, menegaskan bahwa setiap perjanjian
vang dimaksudkan peralihan hak atas tanah dengan jual beli, harus dibuktikan dengan
akta PPAT sebagai bukti telah terjadi jual beli hak atas tanah, maka PPAT membuat
akta jual belinya.

Lebth lanjut yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
berdasarkan PP no. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Ak'a
Tanah menurut pasal 1, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Perbuatan hukum yang dimaksud
mengenal : jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan

(inbreng), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan / hak pakai atas
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tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa membebankan hak
tanggungan.

Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan
dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh
perbuatan hukum itu.

Mereka yang dapat diangkat menjadi PPAT ialah :

a. Notaris

b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Direktorat Jenderal
Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-
peraturan pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan
dengan persoalan peralihan hak atas tanah.
Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang PPAT

d. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Direktorat
Jenderal Agraria.

Sekarang ini semua yang diangkat menjadi PPAT (kecuali camat yang
menjadi PPAT karena jabatannya) harus lulus terlebih dahulu ujian vang diadakan
oleh Direktorat Jenderal Agraria (Perangin, 1989:4).

Bentuk dan akta yang dibuat oleh PPAT ditetapkan oleh Menteri Negara
Agraria / Kepala BPN. PPAT diangkat oleh Menteri Negara Agraria / Kepala BPN
dan masing-masing diberi daerah kerja tertentu, ia hanya berwenang membuat akta
mengenai tanah yang ada di wilayah daerah kerjanya, kecuali dalam hal-hal khusus
vang memerlukan 1jin kepala kantor wilayah BPN propinsi. (Harsono, 2003:435).

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pasal | angka 4 menyatakan bahwa : “Akta
PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagdi bukti telah dilaksanakan perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.

(Harsono, 2003:676).
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Akta yang dibuat oleh PPAT menurut bentuk yang telah ditetapkan oleh
pemerintah berdasarkan pasal 37 ayat 1 PP. No. 24 Tahun 1997, yang telah
memenuhi ketentuan yang ada adalah akta otentik, karena telah sesuai dengan
pengertian yang termuat dalam pasal 1868 Kitab undang-undang Hukum Perdata .
yang berbunyi bahwa : “Akte otentik adalah akte yang dibuat oleh atau dihadapan
pejabat umum yang berwenang membuat akte itu di tempatnya, dan akte itu dibuat
menurut bentuk yang ditetapkan undang-undang”.

Akta PPAT itu dibuat sebagai tanda bukti dan mempunyai fungsi dalam
memastikan suatu peristiwa hukum, dengan tujuan menghindarkan adanya -suatu
sengketa. Maka oleh sebab itu membuat akta harus sedemikian rupa, sehingga apa
yang ingin dibuktikan itu dapat diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat dan
jangan sampai akta memuat rumusan-rumusan yang dapat menimbulkan sengketa
karena tidak lengkap dan tidak jelas. Dengan demikian rangkaian dari kata-kata yang
merupakan kalimat harus disusun dalam bentuk yang baik, sebab akta otentik adalah
akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, mengenai hal-hal atau
peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam akta itu.

Jadi dalam hal ini, akta-akta yang boleh dibuat oleh PPAT meliputi :

—

Jual Beli (Tanah dan Bangunan)

Hibah

Pemasukan ke dalam Perusahaan (inbreng)
Pemberian Hak Tanggungan

Pembagian Hak Bersama

PV A 89

Dan lain-lain selama tidak dikecualikan kepada pejabat atau instansi lain.

2.3.3. Syarat Sahnya Jual Beli Tanah Hak Milik

Di dalam,‘pembaha_lsan mengenai jual beli tanah, tentunya tidak terlepas dari
adanya kesepakatan terlebih dahulu, antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli
untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian Jual beli tanah hak milik. Bila

seseorang mengadakan suatu perjanjian dengan orang lain, maka akan timbul suatu
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perikatan antara dua orang tersebut yang memang telah dikehendaki, berarti mereka
bermaksud supaya antara keduanya berlaku suatu perikatan hukum. Perikatan hukum
yang demikian ini sama artinya dengan suatu persetujuan, yakni suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal
(Subekti, 1985:1).

Mengenai syarat sahnya suatu persetujuan sebagaimana yang disebutkan
dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah

a. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

¢. Adanya suatu hal tertentu;

d. Adanya suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas haruslah ditepati agar perjanjian
tersebut tetap sah menurut undang-undang Sedangkan mengenai kata sepakat
menurut pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah merupakan suatu
persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak secara timbal balik. Pada saat
tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak itulah, perjanjian jual beli lahir.

Syarat sahnya jual beli tanah hak milik selain harus memenuhi syarat sahnya
perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata
di atas, dengan berlakunya UUPA sejak tanggal 24 September 1960, maka peralihan
hak atas tanah harus dilaksanakan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agraria, yang berdasarkan pasal 26 ayat (1) UUPA -“Jual beli, penukaran,
penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat dan
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta
pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.”

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 24 Tahun 1997 pada
pasal 37 ayat (1) Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang,
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT
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yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dari ketentuan tersebut, maka setiap jual beli hak milik atas tanah harus
dilakukan dihadapan PPAT, sehingga peralihan hak milik atas tanah tersebut dapat
didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah.

2.3.4. Pengertian Hak Milik Atas Tanah

Hak milik adalah merupakan salah satu dari hak-hak asasi manusia, yakni
suatu hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak tersebut harus diakui dan
dihormati oleh setiap orang, serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan oleh
kekuatan manapun, yang dimiliki karena fitrahnya.

Pengertian hak milik atas tanah dinyatakan dalam pasal 20 ayat (1) UUPA
yaitu : “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.” Di dalam pasal 6 UUPA
tersebut dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Sifat khas dari Hak Milik ialah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh.
Hak yang tidak mempunyai ciri yang tiga itu sekaligus, bukanlah Hak Milik.
(Perangin, 1989:236)

Turun-temurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidupnya
orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnva apabila
pemiliknya meninggal dunia.

Terkuat menunjukkan :

a. Jangka waktu Hak Milik tidak terbatas. Jadi berlainan dengan Hak Guna Usaha
atau Hak Guna Bangunan, yang jangka waktunva tertentu.

b. Hak yang terdaftar dan adanya tanda bukti hak : Hak Milik Juga hak yang kuat,
karena terdaftar dan yang empunya diberi tanda bukti hak. Berarti mudah
dipertahankan terhadap pihak lain.

Terpenuh artinya :

a. Hak Milik itu memberikan wewenang kepada yang empunya, yang paling luas

Jika dibandingkan dengan hak yang lain.
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b. Hak Milik dapat merupakan induk daripada hak-hak lai nnya

¢. Hak Milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain, karena Hak Milik adalah
hak yang paling penuh, sedangkan hak-hak lain itu kurang penuh.

d. Dilihat dari peruntukannya Hak Milik juga tak terbatas. Sedangkan Hak Guna
Bangunan untuk keperluan bangunan saja, Hak Guna Usaha terbatas hanya untuk
keperluan usaha pertanian. Sedangkan Hak Milik bisa untuk usaha pertanian dan
bisa untuk bangunan. Selama tidak ada pembatasan-pembatasan dari pihak
pengusaha, maka wewenang dari seorang pemilik, tidak terbatas. Seorang pemilik
bebas dalam mempergunakan tanahnya.

Dalam pasal 20 ayat (2) UUPA dinyatakan bahwa, “Hak milik dapat beralih
dan dialihkan kepada pihak lain™. Pengertian beralih menunjukkan pada
berpindahnya hak milik atas tanah karena pemiliknya meninggal dunia. Pengertian
dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak milik kepada pihak lain karena perbuatan
hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain karena perbuatan itu
memperoleh hak. Perbuatan hukum dialihkan meliputi jual beli, tukar menukar,
hibah, pemberian dengan wasiat atau perbuatan hukum lain yang dengan sengaja
memindahkan hak milik.(Perangin, 1989:237),

2.3.5. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh
Negara Pemerintah secara terus menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan
atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah
tertentu. pengolahan penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakvat, dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk
penerbitan tanda-buktinya dan pemeliharaannya. (Harsono, 2003:72)

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan
tugas Negara vang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian
kegiatannya yang berupa pengumpulan data fisik tanah vang haknya didaftar, dapat
ditugaskan kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya
memerlukan pengesahan Pejabat Pendaftaran yang berwenang karena akan digunakan
sebagai data bukti

Harsono (2003:73) menjelaskan bahwa kata-kata suatu rangkaian kegiatan

menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran
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tanah, jika berkaitan satu dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan
rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.

Kata-kata terus menerus menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali
dimulai tidak akan ada akhimya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu
dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi
kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.

Kata teratur menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan
peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data
bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam
hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Dalam pendaftaran tanah ini data yang dihimpun pada dasarnya meliputi 2
bidang, yaitu :

I. data fistk mengenai tanahnya: lokasinya, batas-batasnya, luasnya bangunan dan

tanaman yang ada di atasnya.

i

data yuridis mengenai haknya: haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau
tidak adanya hak pihak lain.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian
hak atas tanah. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak
vang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum
daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang
empunya dan beban-beban apa yang ada di atasnya. ( Perangin, 1989:95).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal | mengatur dua cara
penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai berikut :

a. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran
tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan.

b. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal
(Ananto, 2002:54).
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Menurur pasal 13 ayat (4) PP no. 24 tahun 1997, pendaftaran peralihan hak
yang dilakukan berdasarkan perbuatan hukum yaitu jual beli ini, maka
penyelenggaraan pendaftarannya dilakukan dengan cara pendaftaran tanah secara
sporadik karena pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan
pihak yang berkepentingan.

Obyek pendaftaran tanah menurut pasal 9 PP no. 24 tahun 1997 -

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan dan hak pakai;

o

Tanah hak pengelolaan;
Tanah wakaf:

Hak milik atas satuan rumah susun:

o

a

Hak tanggungan;

=

Tanah Negara.
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III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Jual Beli Tanah Hak Milik di Kabupaten Jember

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan jual beli yang dibuat oleh dan di
hadapan PPAT, menurut pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang intinya
peralihan hak atas tanah dengan jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang
harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan dengan akta PPAT tersebut,
maka dapat dilakukan suatu pendaftaran peralihan hak atas tanah kepada Kantor
Pertanahan.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkedudukan di Kabupaten
Jember hanya berwenang membuat akta jual beli hak atas tanah yang obyek tanahnya
berada di daerah kerjanya tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 PP Nomor
37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah bahwa : “PPAT hanya
berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah
susun yang terletak didalam daerah kerjanya™.

Dalam praktek, jual beli hak milik atas tanah dengan mengingat semakin
kompleksnya permasalahan, maka perlu diperhatikan tentang proses atau
prosedurnya, sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agar dalam melaksanakan jual beli hak milik atas tanah ini dapat berjalan dengan
lancar dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka diperlukan
penanganan yang serius bagi pihak penjual dan pembeli, dengan melalui beberapa
tahapan di antaranya :

a. Persiapan sebelum jual beli dilaksanakan

D1 dalam melakukan transaksi jual beli hak milik atas tanah, khususnya hak
pthak pembeli harus dilakukan secara berhati-hati, karena sering terjadi hal-hal yang
kurang menguntungkan di kemudian hari. Dengan demikian perlu sekali pembeli
untuk memperhatikan tentang status tanahnya, artinya bebas dari sengketa dan
rencana tata guna tanah setempat, serta tanda bukti haknya sebelum me'akukan Jual

beli. Disamping itu, juga untuk mengetahui siapa yang sebenarnya berhak atas tanah

21
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yang akan dibeli, dimana lokasinya dan berapa luasnya tanah sebagai obyek hukum,
hak yang ada atas tanah tersebut dalam arti kata status hukumnya atau atas haknya
berasal dari siapa dan dipindahkan kepada siapa juga, apakah tanah tersebut terdapat
berbagai beban di atasnya, dipakai sebagai jaminan hutang baik itu di bank maupun
Jaminan pada seseorang.

Selanjutnya setelah selesai mengadakan persiapan secara matang dan sudah
yakin terhadap segala permasalahan yang berhubungan dengan tanah, serta jelas baik
mengenai subyek maupun tentang obyek jual beli tersebut, maka perjanjian jual beli
hak milik atas tanah dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Proses Jual Beli Tanah Hak Milik di hadapan PPAT

Proses jual beli tanah hak milik yang dilakukan di hadapan PPAT, berawal
dari permohonan kedua belah pihak yang berkepentingan, yang kemudian akan
dibuatkan akta jual beli oleh PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Jember.

Pembuatan akta jual beli tanah hak milik akan dibuat oleh PPAT apabila
Syarat-syarat kelengkapan dalam pembuatan akta tersebut telah dipenuhi oleh
pemohon, syarat-syarat terdiri dari -

1. Sertifikat tanah atau bukti pemilikan tanah apabila tanah tersebut belum
bersertifikat.

2. Identitas kedua belah pihak yang bersangkutan, dilihat dari :
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
b. Kartu Keluarga (KK);
¢. Surat nikah atau surat belum nikah.

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)
tahun berjalan.

Tanah yang sudah bersertifikat, sebelum dibuatkan akta Jjual beli di hadapan
PPAT Kabupaten Jember berdasarkan pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3%
2

terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
Pengecekan tersebut bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa sertifikat itu
terdaftar dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Apabila tanah tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember, maka berdasarkan pasal 97 ayat (3) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember atau pejabat yang ditunjuk akan membubuhkan cap
atau tulisan dengan kalimat : “telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember”, pada halaman perubahan sertifikat asli kemudian
diparaf dan diberi tanggal pengecekan. Akan tetapi bila sertifikat tersebut tidak
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sesuai dengan pasal 97 ayat (5)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997, maka pada sampul semua halaman sertifikat akan dibubuhkan cap atau
tulisan dengan kalimat : “Sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember™.

Untuk tanah yang belum bersertifikat, maka hendaknya kita lihat apakah tanah
tersebut mempunyai Girik yang biasanya juga disebut dengan kohir atau petok. Kohir
dan petok adalah merupakan surat keterangan pajak, dan bukan merupakan tanda
bukti hak atas tanah. Tetapi karena pada umumnya orang tidak mempunyai bukti lain
atas tanah yang dimilikinya, maka petok atau girik ini diterima sebagai bukti
pengganti, tentang pemilikan tanah tersebut. Selanjutnya yang harus dilihat dalam
petok atau girik tersebut adalah nama yang tercantum dalam petok atau girik itu.
Apakah nama yang tercantum itu masth cocok atau tidak dengan nama orang yang
mengaku mempunyai hak atas tanah itu. Jika misalnya orang lain vyang
memperlihatkan atau mau menjualnya, maka harus ada surat kuasa yang khusus
dibuat oleh yang bersangkutan.

Bidang tanah yang bukti kepemilikannya masih berupa kohir atau petok ini,
terlebih dahulu harus dicekkan ke kantor kepala desa atau kelurahan dimana letak

tanah itu berada. Pengecekan itu dapat kita lihat dalam buku C atau buku krawangan
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desa, guna mengetahui status hukum dari tanah tersebut, apakah benar milik si
penjual ataukah bukan. Jadi di buku C tersebut dapat diketahui peralihan hak dari
tanah yang dimiliki oleh seseorang.

Identitas kedua belah pihak merupakan suatu dasar yang penting guna
peralihan pemegang hak atas tanah dari obyek yang diperjualbelikan , dalam hal ini
identitas yang berupa kartu tanda penduduk (KTP), haruslah yang masih berlaku di
kabupaten Jember. Selain identitas kedua belah pihak, identitas istri/suami juga
diperlukan apabila penjual mendapatkan tanahnya dari hasil perkawinan. Identitas
suami/istri diperlukan sebagai bukti bahwa penjualan tanah tersebut telah menjadi
kesepakatan bersama antara suami/istri. Hal ini sesuai dengan pasal 36 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Mengenai harta bersama
suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pthak”, jadi intinya
untuk menjual harta campuran harus merupakan kesepakatan antara suami dan istri.

Untuk harta bawaan atau harta yang diperoleh disaat belum menikah,
hibah/hadiah, warisan dan harta pisah (berdasarkan perjanjian perkawinan), maka
penjualan tanah dapat dilakukan sendiri tanpa mendapatkan persetujuan dari suami
atau istrinya. Hal ini sesuai dengan pasal 36 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang
berbunyi “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya™.
Mengenai penjual yang belum menikah maka dilampirkan surat keterangan belum
menikah dari Kepala Desa/Kelurahan oleh Camat.

Didalam surat edaran Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk Pejabat
Pembuat Akta Tanah se-Kabupaten Jember Nomor 640-353.42647 perthal penelitian
status harta bersama sebelum dibuat akta PP AT dan pembuatan aktanya baik
berlaku penjual atau pembeli, diatur mengenai pembuatan komposisi dalam hal tanah
(obyek) transaksi jual beli tersebut merupakan harta bersama atau harta bawaan
vaitu : 7
I. Dalm hal penjual menerangkan tanah tersebut bukan harta bersama hendaknya

diteliti lebih dahulu dan ditulis dalam komparisi bahwa tanah tersebut adalah
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I. Dalm hal penjual menerangkan tanah tersebut bukan harta bersama hendaknya
diteliti lebih dahulu dan ditulis dalam komparisi bahwa tanah tersebut adalah
harta bawaan, hadiah atau warisan untuk menegaskan bahwa tanah tersebut bukan
harta bersama perlu dibuatkan penegasan oleh suami atau istri yang tidak

tercantum didalam sertifikatnya dan dituangkan didalam komparisi.

[

Apabila sertifikat hak atas tanah/petok C bekas milik adat tertulis atas nama
suami dan menurut penelitian tanah tersebut harta bersama, maka dalam
penandatanganan akta PPAT, istri harus ikut menghadap dan membubuhkan
tanda tangannya atau memberi kuasa kepada suaminya untuk mewakili. Demikian
Juga sebaliknya apabila sertifikat tertulis atas nama istri, suami ikut menghadap
atau memberi kuasa kepada istrinya untuk mewakili.

Kartu keluarga (KK) diperlukan, bilamana tanah yang diperjualbelikan
merupakan tanah warisan, sehingga dalam penjualan tanah tersebut harus disetujui
semua ahli waris. Dengan adanya kartu keluarga (KK) ini, dapat diketahui siapa-siapa
yang menjadi ahli waris dari tanah tersebut. Hal ini penting sekali, karena penjualan
tanah warisan ini harus disetujui oleh semua ahli waris yaitu dengan dibuatnya surat
keterangan waris.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)
merupakan salah satu kelengkapan vang juga dibutuhkan oleh PPAT guna
menentukan transaksi jual beli tersebut dikenakan pajak atau tidak. Dengan ketentuan
pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, menyatakan besar nilai transaksi jual beli (Nilai Perolehan Objek Pajak)
lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maka dasar pengenaan pajaknya
adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) menjadi kewajiban
yang harus dibayar oleh pembeli. Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang
Otonomi daerah, besarnya Nilai Pajak Perolehan Objek Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) tiap daerah berbeda.
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Dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor KEP-239/WJP.12/BD.05/2002 tanggal 24 Desember 2002, maka Penetapan
Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk
Kabupaten Jember adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Besarnya Bea Perolechan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekitar 5% (lima
persen). Wajib pajak harus menyampaikan bukti pembayaran BPHTB atas perbuatan
hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah, baik yang terkena maupun
yang tidak terkena BPHTB, dan harus mengisi SSB (Surat Setoran Bea) BHPTB serta
melaporkan pada kantor PBB. 7

Pembayaran pajak penghasilan menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh
penjual. Dan berdasarkan ketentuan PP Nomor 48 tahun 1994 jo PP Nomor 48 Tahun
1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Peralihan Hak
Atas Tanah dan Bangunan untuk Membuat Akta, maka Pajak Penghasilan (PPh) akan
dikenakan bilamana nilai penghasilan besarnya sama dengan atau lebih besar dari Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Besarnya Pajak Penghasilan adalah 5%
(lima persen) dari penghasilan. Pembayaran dilakukan dengan mengisi SSP (Surat
Setoran Pajak).

Misalnya : kabupaten Jember, terjadi transaksi jual beli tanah hak milik
dengan harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), maka sebelum dibuatkan
akta jual beli oleh PPAT, terlebih dahulu para pihak harus membayar pajak daerah
dengan penghitungan sebagai berikut :

NJOB PBB = 70.000.000,00

BPHTB —  yang dikenakan terhadap pembeli

Rp 70.000.000,00 — Rp 20.000.000.,00
= Rp 50.000.000 x 5%
= Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
PPH — dikenakan terhadap penjual nilai transaksi melebihi dari

Rp 60.000.000,00
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Rp 70.000.000,00 x 5%
= Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Pajak tersebut kemudian oleh PPAT akan disetorkan kepada kantor pajak,
dimana pembayarannya dapat dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank
Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI).

Apabila syarat-syarat kelengkapan tersebut telah diterima oleh PPAT dan
bukti kepemilikan dari tanah yang menjadi obyek jual beli telah dicekkan
kebenarannya, maka PPAT kabupaten Jember akan membuatkan akta jual belinya..
Pengisian akta jual beli oleh PPAT berpedoman pada pedoman pengisian formulir
akta jual beli Badan Pertanahan Nasional yang didapatkan dari setiap pembelian 10
(sepuluh) set akta PPAT. Pembelian formulir akta jual beli melalui Kantor Pos
dengan surat pengantar dari PPAT.

Setelah akta jual beli dibuat oleh PPAT, berdasarkan pasal 101 Peraturan
Menter1 Negara Agraria’/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
maka PPAT Kabupaten Jember akan membacakan akta (sifat wajib)dan memberikan
penjelasan mengenai isi serta maksud akta. Akta dibacakan dengan dihadiri oleh para
pihak vang bersangkutan serta disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi
yang telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi.

Dalam Kaitannya dengan jual beli yang dilaksanakan dihadapan PPAT
(notaris) dan dihadapan PPAT sementara (camat), terdapat perbedaan dalam hal saksi
vaitu

I. Untuk PPAT (notaris), vang menjadi saksi biasanya adalah pegawai dari

kantor PPAT tersebut, karena proses pembuatan aktanva dilakukan di
kantor PPAT.

Sedangkan untuk PPAT camat, yang menjadi saksi adalah kepala desa

I

setempai dan perangkat desa (sekretaris desa’kasum) dimana tanah
tersebut berada.
Apabila 1si dan maksud akta jual beli yang telah dibacakan oleh PPAT

Kabupaten Jember telah disetujui oleh para pihak, maka akta jual beli yang
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bermaterai cukup ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi. Dan sesudah para
pihak dan saksi-saksi menandatangani, kemudian barulah PPAT tersebut
menandatangani akta jual beli itu.

Berdasarkan pasal 102 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, maka penandatanganan akta jual beh
PPAT Kabupaten Jember dilakukan pada 2 (dua) rangkap lembar akta asli. Lembar
pertama 1 rangkap disimpan oleh PPAT Kabupaten Jember dan lembar kedua 1
rangkap untuk keperluan pendaftaran peralihan hak, dan kepada kedua belah pihak
diberikan salinan yang hanya ditandatangani oleh PPAT Kabupaten Jember.

Menurut UUPA, setelah terjadinya transaksi jual beli, pembeli sudah menjadi
pemilik tanah tersebut, tetapi sebagai tanda bukti bahwa pembeli memang benar telah
memiliki tanah yang diperjualbelikan, maka perlu dilakukan balik nama atau
pendaftaran peralihan hak guna memperoleh sertifikat atas nama pembeli sebagai
pemilik yang baru atas tanah tersebut. Berarti sertifikat tanah merupakan tanda bukti
hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang.

Sertifikat tanah ini merupakan suatu alat bukti yang sempurna, terkuat dan
terpenuh, kecuali apabila dibuktikan sebenarnya atas kebenaran sertifikat tersebut.
yang dilakukan oleh pihak lain yang menyatakan juga sebagai pemiliknva. Untuk
memperoleh sertifikat tanah, maka pembeli perlu mendaftarkan hak atas tanah yang
baru saja dibelinya itu, pada kantor pertanahan kabupaten Jember.

Jadi hak milik atas tanah tersebut beralih kepada pihak pembeli pada saat akta
jual beli ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh dua orang
saksi, dihadapan PPAT Kabupaten Jember.
¢. Proses Pendaftaran Peralihan Hak Milik

Didalam mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum dari hak milik tanah.
maka perlu diadakan pendaftaran hak. Hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 19
ayat 1 UUPA bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Adapun mengenai jaminan kepastian hukum ini, sebagaimana disebutkan oleh
Saleh (1985 : 59) meliputi :

a. letak, batas dan luas tanah;

b. status tanah dan orang yang berhak atas tanah;

c. pemberian surat berupa sertifikat.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah pemerintah, tetapi pada

hakekatnya kewajiban untuk mendaftarkan hak milik tersebut bukan semata-mata
kewajiban pemerintah saja, akan tetapi merupakan kewajiban bagi yang memiliki
tanah untuk mendapatkan kepastian hukum. Pernyataan di atas, menurut Saleh (1985
: 62) perlu ditegaskan, agar pemilik hak tersebut tidak lalai dan program pemerintah
dalam pendaftaran tanah ini akan sia-sia, tanpa adanya partisipasi aktif dari pemilik
sendiri.

Dalam pasal 40 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, menyebutkan bahwa :
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang
bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-
dokumen yang bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk didaftar. Dan
sebagaimana ketentuan dalam ayat (2) dalam peraturan tersebut bahwa PPAT wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah itu sendiri, ada 2 vaitu :

. Tanah yang sudah terdaftar

2. Tanah yang belum terdaftar

Bagi tanah yang sudah terdaftar (telah bersertifikat), maka dalam hal terjadi
peralihan hak atas tanah vang dilakukan dihadapan PPAT, PPAT akan mendaftarkan
peralihan haknya ke kantor pertanahan Pelaksanaan pendaftaran tanah yang
demikian ini merupakan pendaftaran balik nama, dan merupakan salah satu kegiatan
pemeliharaan data pendaftaran tanah. Dalam pasal 12 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1977
disebutkan bahwa : “Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak

2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
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Berdasarkan pasal 36 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 disebutkan bahwa
pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data

fisik atau yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal pendaftaran peralihan hak untuk

tanah yang sudah didaftarkan (bersertifikat) yaitu :

1.
2,

_b.)

berkas permohonan balik nama:

surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh
penerima hak atau kuasanya;

surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan
permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak;.

akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang
dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan
yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;

bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;

bukti identitas penerima hak:

sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang
dialihkan;

ijin pemindahan hak (kalau perlu):

bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997,

dalam hal bea tersebut terutang;

. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang.

Tanah yang belum terdaftar adalah tanah bekas milik adat yang belum

didaftarkan mengenai l&:pemilikan haknya, jadi dengan surat bukti lengkap dapat

diproses melalui penegasan konversi. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak dari

Konversi ini merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik:
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b. pembuktian hak dan pembukuannya;

c. penerbitan sertifikat;

d. penyajian data fisik dan data yuridis;

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Di dalam pembuktian hak, untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang
berasal dari konversi, akan dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak
tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan. Keterangan saksi di sini merupakan keterangan kepala desa / lurah
dimana letak tanah tersebut berada.

Syarat pendaﬁarah tanah melalui konversi yaitu :

1. Berkas permohonan penegasan konvensi

2. Bukti kepemilikan

- Petok D asli

- Foto copy buku C desa

- Bukti-bukti peralihan (segel)

Akta PPAT

Surat keterangan riwayat desa dari kepala desa / kelurahan
Surat pernyataan pemilikan tanah

Identitas pemohon (KTP)

Bukti pelunasan PBB

©° NS u s W

Surat kuasa bermaterai Rp 6.000 (apabila diurus orang lain)

Apabila syarat-syarat permohonan pendaftaran peralihan hak tersebut
dipenuhi, maka kantor pertanahan akan memproses peralihan hak itu, sesuai dengan
pedoman yang tertuang dalam instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1998 tanggal 20 Juli 1998 tentang peningkatan
efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat dibidang pertanahan, vaitu dengan
adanya layanan pada tiap-tiap loket ( yang dapat dilihat dalam halaman lampiran

skripsi ini).
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Setelah melalui tahapan-tahapan dari tiap loket, untuk tanah yang sudah
bersertifikat maka akan langsung diproses peralihan haknya, yang kemudian akan
diterbitkan sertifikat atas nama penerima hak, di mana akan dilakukan pencoretan
atas nama pemegang hak yang lama dalam sertifikat tersebut dan buku tanahnya serta
daftar umum lainnya.

Untuk tanah yang belum bersertifikat akan dilakukan pengukuran atas tanah
tersebut yang kemudian akan dibuatkan peta pendaftaran tanah. Selanjutnya sebelum
diterbitkannya sertifikat atas tanah tersebut, terlebih dahulu data fisik dan data yuridis
dari tanah itu akan diumumkan selama 60 hari pada Kantor Pertanahan Kabupaten.

Jika dalam tenggang waktu pengumuman ada pihak yang mengajukan
keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang diumumkan, keberatan tersebut
akan diusahakan segera diselesaikan secara musyawarah mufakat. Mufakat yang
terjadi dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa dan dilakukan
perubahan-perubahan pada peta bidang tanah dan atau daftar isian sesuai mufakat
tersebut. Bila gagal mencapai mufakat, Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan
secara tertulis kepada pihak yang berkeberatan untuk mengajukan perselisihan
tersebut ke pengadilan. Bila tenggang waktu pengumuman tanah berakhir, data fisik
dan data yuridis tersebut disahkan dengan Berita Acara Pengesahan oleh Kepala
Kantor Pertanahan. Bagi data fisik atau data yuridis yang kurang lengkap atau apabila
masih ada pihak yang keberatan, pengesahan dilakukan dengan catatan-catatan
mengenai hal-hal tersebut. Berita Acara Pengesahan tersebut di atas selanjutnya
dijadikan dasar untuk pembukuan hak atas tanah dalam buku tanah, pengakuan hak
atas tanah atau pemberian hak atas tanah.

Pengumuman ini bertujuan untuk memenuhi asas publisitas yaitu suatu prinsip
bahwa setiap orang dapat mengetahui semua hak-hak atas tanah dan semua perbuatan
hukum mengenai tanah. Asas publisitas  dilaksanakan pemerintah dengan
menyelenggarakan suatu daftar umum vyaitu suatu daftar yang terbuka untuk diketahui

masyarakat umum.
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pembukuan hak dalam
buku-tanah (daftar umum) dilakukan setelah bidang-bidang tanah yang menjadi objek
hak-hak itu diukur dan dipetakan pada peta-peta pendaftaran. Kepada pemegang hak
yang haknya telah didaftarkan dalam buku-tanah diberikan sertifikat sebagai surat
tanda bukti hak.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan
buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat merupakan tanda bukti hak, yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(2¢) UUPA. Alat pembuktian yang kuat berarti, bahwa daftar-daftar buku tanah tidak
merupakan satu-satunya alat pembuktian, sehingga pemegang hak yang sebenarnya
masih dapat menggugat hak terhadap orang yang terdaftar sebagai pemegang hak
dengan mengemukakan bukti-bukti lain.

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas
nama orang atau badan hukum yang memperolch tanah tersebut dengan itikad baik
dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas
tanah tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) PP no. 24
tahun 1997, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu
5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan
ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau
penerbitan sertifikat tersebut.

Dalam pasal 31 ayat (31) PP No. 24 tahun 1997, pada .ntinya menjelaskan
bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan
sesual dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.

Biaya untuk pendaftaran peralihan hak milik. diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 tentang tanif atas jenis

penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
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Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember akan berpedoman pada PP
tersebut yaitu untuk pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah (balik nama) dan
pendaftaran tanah untuk pertama kali (pengakuan/penegasan konversi), dengan biaya
Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dikali satuan bidang dan luas tanah.

3.2 Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Tanah Hak
Milik di Kabupaten Jember
3.2.1 Tugas dan Wewenang PPAT dalam Jual Beli Tanah Hak Milik

Peralthan hak atas tanah, dimana salah satunya adalah Jjual beli tidak lagi
dibuat dihadapan Kepala Desa / Kepala Suku atau di bawah tangan, tetapi harus
dibuat dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah vang berkedudukan di
Kabupaten Jember. Ketentuan tentang kewajiban pembuatan akta peralihan
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini terdapat dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Didalam membuat akta peralihan hak pada perjanjian jual beli ini Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tugas untuk meneliti terlebih dahulu
mengenai pihak penjual dan pihak pembeli, apakah penjual dan pembeli betul-betul
orang yang berhak atas tanah itu, disamping itu PPAT juga meneliti mengenai obyek
yang akan dialihkan. Apabila akta PPAT dibuat, padahal termasuk akta yang
terlarang maka atas pelanggaran peraturan tersebut
PPAT harus bertanggung jawab atas tuntutan kerugian yang ditimbulkan karenanya.
Oleh sebab itu diperlukan kehati-hatian didalam membuat akta peralihan hak pada
perjanjian jual beli yang dilakukan ini.

Peralihan hak atas tanah ini didalam jual beli tanah dilakukan dihadapan
PPAT yang daerah kerjanya meliputi wilayah dimana tanah vang dijual itu terletak
dan PPAT udak mempunyai wewenang melakukan peralihan hak atas tanah di luar
wilayah yang bukan wewenangnya kecuali ada ijin. Jadi di sini PPAT yang
berkedudukan di Kabupaten Jember hanya berwenang membuatkan akta jual beli

yang obyeknya (tanah) terletak di wilayah Kabupaten Jember.
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Sebelum PPAT membuatkan akta peralihan hak atas tanah ini, harus
memperhatikan lebih dahulu mengenai tanah yang bersangkutan. Apakah tanah
tersebut telah bersertifikat atau belum. Kalau sudah bersertifikat, maka kepada PPAT

harus diserahkan surat-surat sebagai berikut :

—

Sertifikat tanah yang bersangkutan;

)

Bukti diri penjual dan pembeli (Kartu Tanda Penduduk);

Surat kuasa (kalau penjual diwakili oleh seorang kuasa) dan bukti diri si kuasa.

[¥5)]

Dan kalau belum bersertifikat, maka kepada PPAT harus diserahkan surat
keterangan sebagai berikut :

1. surat bukti hak tanah itu antara lain ialah - tanda Ipembayaran pajak tanah (Ipeda,
Ketitir, Girik) dan/atau akta jual-beli;

2. Keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh Camat yang membenarkan surat
bukti hak itu.

Setelah dipenuhinya kelengkapan yang ada di atas maka seorang Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) diberi kewenangan untuk membuatkan akta peralihan hak atas

tanah. Dalam melakukan kewenangan ini PPAT juga memberikan kejelasan

mengenai data tanah dalam setiap pembuatan akta peralihan haknya. Hal seperti ini

berlaku pula terhadap pembuatan akta peralihan lainnya, mengingat terdapat

bermacam-macam hak atas tanah.

Akta peralihan hak harus ditandatangani oleh semua pihak vaitu : Pejabat
Pembuat Akta Tanah, yang berkepentingan (penjual dan pembeli) dan para saksi.
Akta ini biasanya dibuat sebanyak 2 (dua) lembar asli, vaitu : | (satu) lembar
disimpan di kantor PPAT dan | (satu) lembar disampaikan kepada Kepala Kantor
Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yany
bersangkutan diberikan salinannya.

Didalam melakukan peralihan hak dalam perjanjian jual beli tanah hak milik
ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Kabupaten Jember
mempunyai kewenangan untuk menolak melakukan pembuatan akta peralihan hak

apabila :
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1. Tidak disampaikan sertifikat asli (sertifikatnya tidak sesuai dengan daftar
di Kantor Pertanahan) kalau tanahnya sudah terdafiar.

2. Tidak disampaikan asli Bukti petok pajak/landrente, girik, pipil, keketir,
Verponding Indonesia dan Surat Kepala Pertanahan yang menyatakan
bidang tanahnya belum bersertifikat mengenai  bidang yang belum
terdaftar.

Salah satu pihak tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan
tidak memenuhi syarat bertindak sebagai saksi atau salah satu pihak atau

para pihak tidak bertindak atas dasar kuasa mutlak yang pada hakekatnya

W

berisikan perbuatan hukum pemindahan hak.

4. Belum ada ijin pemindahan hak dari instansi yang berwenang, kalau

diperlukan ijin

5. Obyek perbuatan hukum dalam persengketaan.

6. Tidak memenuhi syarat atau melanggar larangan yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

7. Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai

alasannya.

Penolakan pembuatan akta peralihan hak ini, diatur dalam pasal 39 peraturan
pemerintah No. 24 tahun 1997 dan penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis
kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya. Kewenangan lainnya yang
dimiliki Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perjanjian jual beli tanah hak
milik adalah memungut honorarium atau uang jasa saksi sebesar 1% dari nilai
transaksi jual beli tersebut, sebagai penghasilan pribadinya. Wewenang ini
dibenarkun oleh peraturan sebagaimana vang disebutkan dalam pasal PP No. 37
Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT yang menyatakan :

I. Uang jasa Honorarium PPAT dan PPAT sementara termasuk uang jasa

saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang

tercantum didalam akta.
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PPAT dan PPAT sementara wajib memberi jasa tanpa memungut biaya
kepada seseorang yang tidak mampu.
Didalam melaksanakan tugasnya PPAT dan PPAT sementara dilarang

melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas.

Dalam pasal 95 ayat (1) Permenag / Kepala BPN no. 3 tahun 1997 tentang
ketentuan pelaksanaan PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah PPAT

mempunyai kewenangan untuk membuat akta tanah, yang berupa :

)

(S

I

ook

O %N L AW

Akta Jual Beli

Akta Tukar Menukar

Akta Pemasukan kedalam Perusahaan (Inbreng)

Akta Pembagian Hak Bersama

Akta Pemberian hak Tanggungan

Akta Pemberian HGB/HP atas tanah Hak Milik

Akta Hibah

Membuat SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan).
Pembuatan hukum mengenai Hak Atas Tanah dan HMASRS yang terletak

daerah kerjanya.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang PPAT ini, maka fungsi PPAT vaitu:

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta :

a. Pemindahan Hak
b. Pembebanan Hak

¢. Akta-akta lain yang diatur Perundang-undangan yang berlaku

Membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah

Meningkatkan Sumber Penerimaan Negara dari pajak

a. Dengan memeriksa telah dibayarnya PPH dari penghasilan akibat pemindahan

hak atas tanah.

b. Memeriksa telah dibayarnya BPHTB sebelum akta dibuat.
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Dengan mengetahui fungsi dari PPAT, maka kita dapat mengetahui bahwa
segala perbuatan hukum yang menyangkut jual beli tanah hak milik, tidak akan
terlepas dari peran serta PPAT.

3.2.2 Fungsi Akta PPAT sebagai Bukti Autentik dalam Peralihan Hak Milik

Atas Tanah

Menurut pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 setiap perjanjian
yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, harus dibuktikan dengan akta Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan pasal 37 inilah, maka Jual beli hak atas tanah
harus dilakukan dihadapan PPAT. Sedangkan sebagai bukti bahwa telah terjadi
perbuatan hukum jual beli tanah hak milik, PPAT membuatkan akta jual beli tersebut.

Selain dari akta jual beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai
wewenang khusus untuk membuat akta otentik lainnya seperti memindahkan hak atas
tanah, memberikan suatu hak baru, menggadaikan tanah serta meminjamkan uang
dengan hak atas tanah sebagai jaminan utangnya.

Bentuk akta ini ditetapkan berdasarkan pasal 96 Peraturan Mentri Negara
agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 3 tahun 1997, di mana dalam
pembuatan akta tersebut harus dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai
dengan bentuk yang disediakan. Untuk membuat akta ini PPAT di Kabupaten Jember
dapat membelinya di kantor Pos, jadi bentuknya sudah baku untuk tiap PPAT adalah
sama.

Dengan adanya ketentuan ini, maka telah sesuai pula kriteria vang diberikan
oleh pasal 1868 KUHP bahwa :“Akte otentik adalah akte yang dibuat oleh atau
dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat akte itu ditempatnva, dan akte itu
dibuat menurut bentuk yang ditetapkan undang-undang.” Sehingga akta jual beli yang
dibuat oleh PPAT adalah merupakan akta otentik, karena unsur-unsur sebagaimana
yang diatur dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi.
Sebagai akta otentik maka akta tersebut mempunyal kekuatan hukum yang mutlak.

Pembuatan akta PPAT dilakukan untuk digunakan sebagai bukti. Fungsinya

adalah untuk memastikan suatu peristiwa hukum, dengan tujuan untuk
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menghindarkan sengketa di kemudian hari. Sebagai alat bukti yang mutlak, maka akta
PPAT ini pada prinsipnya memuat dua hal yang penting berkaitan dengan
pembuktian. Mengenai hal yang pertama adalah perincian tentang fakta-fakta dalam
kenyataan yang dilakukan dan hukum yang berlaku terhadap fakta itu, yang akhirnya
akan menimbulkan fakta-fakta hukum. Fakta-fakta hukum ini selanjutnya dapat
disebut dengan peristiwa hukum berupa jual beli. Sedangkan hal yang kedua adalah
mengenai orang yang harus melakukan pembuktian, yakni orang yang harus
membuktikan terhadap terjadinya peristiwa hukum. Mengenai hal ini dapat dikatakan
bahwa orang yang harus membuktikan adalah pihak-pihak yang terkait dalam Jjual
beli tanah hak milik, diantaranya adalah : penjual, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan
para saksi.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap
adanya jual beli tanah hak milik. Pada dasarnya untuk menentukan akta tersebut
sebagai akta otentik bagi suatu perjanjian peralihan hak dapat Jjuga ditentukan dengan
peristiwa hukum yang telah dilakukan itu harus mempunyai tujuan tertentu, yang
berupa kepastian hukum terhadap hak yang dimaksud. Kepastian hukum ini tidak
akan dapat diperoleh dari akta di bawah tangan seandainya terjadi sengketa antara
penjual dan pembeli tanpa adanya pengesahan dari pejabat umum terlebih dahulu.
Dengan kata lain pengakuan dari pejabat umum tetap diperlukan apabila terdapat
adanya sengketa atas tanah yang diperjualbelikan di kemudian hari.

Adanya sifat yang dimiliki oleh akta otentik, berupa kekuatan pembuktian
formil berpengaruh juga terhadap pihak ketiga yang terkait dengan adanya jual beli
tanah yang telah dilakukan oleh pembeli dan penjual bahwa apa yang dilaksanakan
atau dilakukan itu adalah benar dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan pasal 45 PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, akta
PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukan suatu perbuatan hukum
oleh karena itu apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang

bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum tersebut. Dan
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apabila suatu perbuatan hukum dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang
bersangkutan sedangkan perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor Pertanahan
maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan, perubahan data pendaftaran tanah menurut
pembatalan perbuatan hukum itu harus didasarkan alat bukti lain misalnya putusan
pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.
Suatu jual beli tanah hak milik, yang peralihan haknya tidak melalui akta
PPAT, akan mempunyai akibat hukum, yaitu :
1. Pihak pembeli tidak mempunyai akta jual beli tanah yang merupakan alat bukti
yang kuat bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah.
2. Pihak pembeli tidak dapat mendaﬁarkah peralthan haknya karena Kantor
Pertanahan akan menolak, sebab tidak ada akta jual belinya.
3. Tidak adanya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah yang dibelinya itu,
karena tidak adanya alat bukti autentik.

3.3 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Hak Milik yang
Dilaksanakan di Hadapan PPAT di Kabupaten Jember
D1 dalam melaksanakan jual beli tanah yang dilaksanakan dihadapan PPAT
yang berkedudukan di Kabupaten Jember, tidak terlepas dari adanya faktor
penghambat. Adapun hambatan-hambatan yang sering ditemui dalam pelaksanaan
jual beli tanah hak milik yang dilaksanakan dihadapan PPAT, meliputi :

1. Dalam hal tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut, si pemegang hak (yang
namanya tercantum dalam sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya) sudah
meninggal dunia, maka sebelum dilakukannya transaksi, harus dicari terlebih
dahulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Hal ini diperlukan dalam kaiannya
untuk pembuatan surat keterangan waris, yang memuat persetujuan dari ahli waris
tersebut, bahwa mereka mengetahui dan menyetujui tanah itu dijual, sehingga
haknya beralih kepada pembeli. .

Berdasarkan pasal 3 Permenag / Ka BPN no. 3 tahun 1997, surat tanda

bukti sebagai ahli waris ini dapat berupa :
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a. Wasiat dari pewaris
b. Putusan pengadilan

Bagi WNI penduduk asli, surat keterangan ahli waris dibuat oleh para ahli
waris dengan 2 (dua) orang saksi dan dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat
tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, bagi WNI Keturunan Tionghoa,
akta keterangan hak mewaris dari Notaris, bagi WNI Keturunan Timur Asing, Surat
Keterangan dari BHP.

Kendala yang sering timbul dalam hal ini adalah apabila dari ahli waris
tersebut ada salah satu tidak menyetujui dilakukannya transaksi jual beli atas tanah
itu. Hal ini tentunya akan menghambat pelaksanaan dari jual beli tanah hak milik
tersebut. Karena PPAT berwenang untuk menolak membuatkan aktanya (pasal 39 PP
no. 24 / 1997) apabila obyek perbuatan hukum dalam persengketaan, maksudnya
bahwa PPAT akan menolak untuk pembuatan akta jual beli tanah tersebut, sebab ada
salah satu pihak yang tidak menyetujui. Hal ini bertujuan untuk menghindari
terjadinya sengketa atas obyek (tanah) yang diperjualbelikan itu.

2. Dalam kaitannya dengan tanah yang belum bersertifikat, dimana disini hanya
terdapat bukti petuk, girik, pipil, maka sebelum dilakukan pembuatan akta jual
beli atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus dicekkan / dilihat di buku C Desa
mengenai peralihan haknya, guna mengetahui siapakah pemilik yang sebenarnya
saat ini.

Kendala yang sering timbul disini adalah kesulitan dalam mencari kebenaran
stapa  pemilik sesungguhnya, karena lain halnya dengan tanah yang sudah
bersertifikat, sebelum dibuatkan aktanya, sertifikat tersebut hanya harus dicekkan ke
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Sedangkan pada yang belum bersertifikat
selain melihat di buku “C” Desa, masih juga harus dikonfirmasikan ke kepala desa /
lurah obyek tanah tersebut berada dan saksi-saksi yang mengetahui bahwa tanah
tersebut memang benar-benar milik si penjual. Setelah diketahui kebenarannya, baru

akan dibuat aktanya.
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Proses mencari kebenaran siapa pemilik yang sesungguhnya inilah yang
menghambat dilakukannya pembuatan akta jual beli, sehingga akan lebih memakan
waktu yang lama dibandingkan dengan tanah yang sudah bersertifikat.

3. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Jember ini, khususnya di daerah
pedesaan, masih awam bahwa peralihan hak harus diaktakan guna memperoleh
kekuatan hukum atas perbuatan hukum (jual beli tanah) yang mereka lakukan.
Sehingga mereka yang awam ini hanya melakukan jual beli tanah dengan
perjanjian di bawah tangan, tanpa melalui akta PPAT. Hal ini tentunya akan
menyulitkan dalam pendaftaran tanahnya karena berdasarkan pasal 37 ayat (1) PP
no. 24 tahun 1997, yang intinya menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT yang dibuat oleh
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

4. Dalam proses pembuatan akta jual beli perlu adanya kelengkapan yang harus
dipenuhi oleh para pihak kepada PPAT Kabupaten Jember. Kelengkapan ini dapat
menjadi kendala dalam pembuatan akta jual beli, salah satunya yaitu dengan
penyampaian bukti setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) atas perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah,
baik yang terkena maupun tidak terkena BPHTB dengan cara mengisi SSB
BPHTB serta melaporkan kepada kantor Pajak.

Dalam kaitannya dengan bukti setoran ini, para pihak yang berkepentingan
belum banyak mengetahui tentang hal tersebut, sehingga sebagian besar dari mereka
ada yang merasa keberatan dalam pembayaran BPHTB tersebut. Sedangkan pada
pihak pembeli, pada umumnya mereka yang melaxukan transaksi diatas Rp.
60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) merasa keberatan untuk membayar PPH final.
5. Selain kendala dari kelengkapan pembuatan akta jual beli, PPAT di Kabupaten

Jember menemui kendala dalﬁm proses pendaftaran peralihan hak. Kendalanya
yaitu keterlambatan PPAT dalam menyampaikan akta yang dibuatnya selambat-

lambatnya 7 hari kerja setelah ditandatangani akta tersebut. Setelah ditelusuri,
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sebab dari keterlambatan itu ternyata bukan pada PPAT, melainkan pada pemilik
hak baru yang ingin mengurus sendiri permohonan pendaftaran peralihan hak.
Keterlambatan pengurusan tersebut dikarenakan pemilik baru belum ada biaya
untuk proses permohonan peralihan hak tersebut.
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4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : l

I. Pelaksanaan jual beli tanah hak milik di Kabupaten Jember pada umumnya telah
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, baik itu peraturan-
peraturan untuk wilayah Kabupaten Jember sendiri maupun peraturan yang
berlaku nasional yaitu berdasarkan PP no. 24 tahun 1997 bahwa jual beli tanah
hak milik harus dilaksanakan dihadapan PPAT. Peralihan hak atas tanah dengan
Jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dibuktikan dengan
akta yang dibuat oleh PPAT dan dengan akta tersebut, maka dapat dilakukan
suatu pendaftaran peralihan haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten guna
memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti hak milik.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Jember mempunyai peranan
yang penting dalam pelaksanaan jual beli tanah hak milik karena berdasarkan PP
No. 24 Tahun 1997, PPAT lah yang berwenang didalam membuat akta peralihan
hak atas tanah, dimana akta tersebut merupakan alat bukti peralihan hak milik dari
penjual kepada pembeli. Akta PPAT ini merupakan suatu bukti yang kuat
terhadap hak atas tanah, karena akta jual beli PPAT ini mempunyai kekuatan
hukum, sebagai akta outentik sehingga akta jual beli PPAT memegang peranan
yang sangat penting sebagai alat bukti yang kuat dalam peralihan hak milik atas
tanah, karena menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
pemegang hak atas tar.ah selain dari adanya sertifikat sebagai alat bukti pemilikan
tanah, serta dapat digunakan untuk mencegah terjadinya sengketa tanah diantara

para pihak.

44
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3. Kendala atau faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan jual beli yang
dilakukan dihadapan PPAT di Kabupaten Jember yaitu dalam hal membuat surat
keterangan waris bagi tanah (obyek jual beli) yang pemegang haknya telah
meninggal dunia, bagi tanah yang belum terdaftar akan menemui kesulitan untuk
mencari kebenaran dari pemegang hak yang sesungguhnya atas tanah tersebut.,
pembayaran BPHTB bagi pembeli dan PPh bagi penjual, proses pendaftaran
peralihan hak pada kantor Pertahanan Kabupaten mengalami kesulitan karena
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak disampaikannya akta jual
beli dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya
akta tersebut, kendala lain yang dihadapi adalah dari masyarzikat itu sendiri yang
sebagian besar masih awam bahwa peralihan hak milik harus diaktakan.

4.2 Saran

I. Perlu adanya himbauan atau pengarahan dari pemerintah kepada masyarakat
bahwa segala perbuatan hukum (jual beli) tanah hak milik harus dilaksanakan
dengan akta PPAT, hal ini penting sekali dalam hal pendaftaran peralihan haknya
guna memperoleh sertifikat hak milik. Dan pelaksanaan peralihan hak sampai
dengan pendaftaran peralihan haknya haruslah sesuai dengan prosedur atau
ketentuan yang berlaku.

2. Guna menjamin kelancaran dan ketertiban terselenggaranya pendaftaran tanah
yang aman, tertib dan lancar di seluruh wilayah Republik Indonesia maka
hendaknya terdapat kerjasama yang baik antara PPAT sebagai pejabat yang
berwenang membuat akta jual beli dan Kantor Pertanahan sebagai penyelenggara
pendaftaran tanah, serta harus ada peran serta atau dukungan dari pemohon itu
sendiri yaitu dengan adanya kesadaran bahwa hak milik atas tanahnya harus di

daftarkan guna memperoleh kepastian hukum.
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